BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR V{ TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksangka etenfyan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur

Kerja

) Daefah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember

enfarg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember dengan
mengimplementasikan penyesuaian struktur organisasi perangkat
Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perikanan Kabupaten Jember.

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Unddn or 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua At g Nomor 12
Tahun 2011 tentang

atfan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Jfidang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubzhan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

11.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajerfien

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indefiesia Tahun

Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomo

ahg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
sgara. Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan :
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-
KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan
Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan
Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1327);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomeor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarg-—dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang-Sistem Kerja

Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederiia \:ﬂ Birokrasi

or 181);
Fahun 2016
eregnegkat Daerah

Pahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
derdh -Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
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sunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Jember Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN JEMBER.
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(1)

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

3.

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Perikanan Kabupaten Jember.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Jember.

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten
Jember.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perikanan
Kabupaten Jember.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub, Bagian pada Dinas

Perikanan Kabupaten Jembe d

Jabatan Fungsional -4f ckelomppk jabatan yangberisi

fungsi dan_tugas(berks ngary\pelayanari-fdngsional yang
eahl anj; pterampilan tertentu.

al | ad Pégawai  ASN yang menduduki

PIDadalah UPTD Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Perikanan Kabupaten Jember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di

bidang kelautan dan perikanan.



(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)
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Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah

dan Dbertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan
perikanan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan
perikanan;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
kelautan dan perikanan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelaut

perikanan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberi upati sesuai

ketentuan peraturan perun

Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional,

d. UPTD; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



(1)

(2)

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)

huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan Keuangan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan~"dukungan

administrasi umum, kepegawaian, pere n pelaporan
dan Keuangan di lingkunge

c. pemantauan evaluasi,

administrasgi pelaporan

laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan

pengelolaan kearsipan Dinas;
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menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor;

melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah;.
melaksanakan pengusulan seluruh rencana keb

kepegawaian dan penyelenggaraan tata us epegawaian

lainnya;

menyusun laporan pertan pelaksanaan

Pasal 6

idang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Tangkap dan

Sumberdaya Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada (1), Bidang

Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan mempunyai

fungsi meliputi:

a.

penyusunan rencana Peningkatan Produksi Perikanan
Tangkap;
pengumpulan data dan sasaran kebijakan dalam upaya

peningkatan produksi perikanan tangkap;




(2)
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c. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
penyusunan kebijakan penyebaran informasi teknologi
produksi perikanan tangkap;

e. penyusunan Kebijakan Fasilitasi penyediaan Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap;

f. penyusunan Kebijakan, Pengelolaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan lkan (TPI);

g. penyusunan Kebijakan Peningkatkan Kelas Kelompok
Usaha Bersama (KUB};

h. penyediaan Data dan Sasaran Kebijakan dalam upaya
Peningkatan Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum
Daratan,;

i. pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Perikanan yang menjadi kewenangan
kabupaten;

j. pelaksanaan Pembinaan Penyiapan dan_-Pémberdayaan

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKNAZ

k. penyusunan

Pelaksanaan Tu
berikarr oleh Kepala

L pelaksana E I s1lldin yang
N Bagian Ketiga
anan Budidaya dan Pasca Panen

Pasal 7

Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan capaian
Indikator Kinerja Bidang yang tertuang dalam Rencana Strategis
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada (1), Bidang

Perikanan Budidaya dan Pasca Panen mempunyai fungsi

meliputi:

a. pelaksanaan penyiapan pembudidaya ikan kecil;

b. pelaksanaan penetapan persyaratan dan  prosedur,
pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha di Bidang
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau
Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah
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Kabupaten yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi
Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing;

c. pelaksanaan penetapan persyaratan dan  prosedur,
pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha skala
mikro dan kecil bagi pembudi daya ikan kecil dalam 1 (Satu)
daerah kabupaten,;

d. pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan tanda
pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI);

e. pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan
budidaya ikan;

f. penyusunan kebijakan penyebaran informasi pengelolaan
kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

g. monitoring dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan
dan lingkungan budidaya perikanan;

h. pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana atan

perbenihan dan calon induk unggul;

i. penyusunan rencana peningkata ela kelompok
pembudidaya ikan (POKDA
j. perencanaan, n1bg {; , ﬂp tan dan
perlindun n unt k? mbudi i 1 darat;
k. per aar), n | bangs anfaatan air untuk
budi k cEclar
1 nyedi Informasi Usaha Pemasaran dan
ngol asil Perikanan dalam 1 (Satu} Daerah
abupaten;

. fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi
dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;

n. pembinaan mutu dan keamanan  Thasil perikanan,
Penyusunan Rencana Peningkatan Produksi bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;

0. penyusunan kebijjakan peningkatan kelas Kelompok
Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR);

p. pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kelompok
pengolah dan pemasar serta UMKM Produk Perikanan;

q. penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Tugas Termasuk Capaian Indikator Kinerja Bidang; dan

r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.



(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3

(1)

(2)

(3)
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BAB IV
UPTD
Pasal 8

UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas
dinas.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD merupakan klasifikasi B.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas

dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB YV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9
Kelompok dJabatan Fungsional memiliki tugas memberikan
pelayanan fungsional berdasarkan pada lian dan
keterampilan tertentu,
Kelompok Jabatan Fungsional agdi i sud dalam
ayat (1), terdiri atas b eniy ja ional lai
dengan bid - sl an yang
peng dﬁ al d I/rgf 19\ entuan  peraturan

\Hanet

Fungsional sebagaimana dimaksud

= fRggn.
1A ﬁl lx\,‘

dajaydt tukan berdasarkan kebutuhan yang didasari

i§1s jabatan dan beban kerja.
gas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan

fungsional masing-masing.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan
dan kinerja organisasi.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:



(4)

(5)

(6)

(4)

(5)
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a. ketua tim; dan

b. anggota tim.

Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) yang ditugaskan
oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan
kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas.

Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan Kkelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

ng-masing.

organisasi wajib mengawasi

etiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.
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(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.
BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atau usul Kepala Dinas melalui Sekretaris

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pengisian pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember sampai dengan
dilaksanakannya pengisian jabatan dengan pejabat berdasarkan

Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan.

BAB XI o
KETENTUAN PENUTUP e
Pasal 16

-

/” " \|

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku’ Pe,‘a%urag ? pati Jember
Nomor 119 Tahun 2021 tentang »Ktefduqukam $uguq1ap Organisasi, .
Tugas dan Fungsi serta- ’I‘a{d Ker a| ‘D;riaé Pétlka’nﬁn ’Kabupaten
Jember (Berita Daqrahl a‘jb|upa\ten Jer Hc\r “I‘ahun 5021 Nomor 119),

1 |

dlCElbLTt Fan dmyL, Ia]kleun |t1da[k bFfLaku

PR T VS

LEAT | e = Pasal 17

Peraturan Bupau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
'I-Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Teroar| 2023

Dmndangkan di Jember BUPATI JEMBER,
pada taﬂgal 28 Teprvac
o ttd
HENDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR !



NOMOR

TENTANG :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Vi LAY .. B
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN JEMBER.

Sekretariat

EKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1 [ |

1|'L,‘_I |I;L'.
11\ I8

BndangP na 'l‘aﬂ kap‘cfan‘
Sumbergéq el‘lTapam .

l |4 e

L~ = Bidang Perikanan Budidaya
& dan Pasca Panen

= rn O =
= Ir ﬁ / .[ L’l P

! -

ngalipgix bq'gmmﬁ FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

T

o
-

"J‘Diundangkan di Jember
pada tanggal . Desember 2023

‘ tama Muda
15 199602 1 001

UPTD

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S



